
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/ 2BIl /B.02/HK/2018
 

TENTANG
 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PAJAK DAERAH
 

DAN RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERN'UR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi 
sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tu1ang Bawang 
Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Peiaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Waki1 Pemerintah di Wiiayah Provinsi 
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan KEPUTUSAN 
RANCANGAN 

GUBERNUR 
PERATURAN 

TENTANG BASIL EVALUASI 
DAERAH KABUPATEN TULANG 

BAWANG BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH. 

KESATU Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan in! yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang 
Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan 
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Kesatu. 

KETIGA Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur. 

KEEMPAT Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG, 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal .. Juni 2018 

~/>"'Rft.F KOORD/NASI 
1. WAKll GUBERNUR 
2. II'SEKDA PI\OVINSI 

~ /'
3.1 ASISTEN PEM & KE5RA All 
4. ~SISTEN EKBANG r
5. ASISTEN ADM. UMUM 
6. 
7. 

8. 

. 9. . MW HUKUM ....... '---.,._.... """ ..... ~,.. ........_-~~ ..............,._-
Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI; 
2. Menteri Keuangan RI; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.02JHK/2018 
TANGGAL : 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAEiRAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 

No Mat&ri Raperda Rumusan Raperdil RumlJsan Penyempumaan Keterangan 

1 2 3 4 5 
1 Konsilieran ii' llilllWllll9Nilfill'kilR PwlW&i1R MliAliillllilll K9R&IiliI&1 N91l19F liillP'J'ol XlI~11i a. bahwa untuk melaltsanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Diktum Menlmbang 

Menirtlbang llIilhil PiI&ilI1~ i1ylll (:ll Allruf II P9_IOIRgil91'i1l K&lillpillllR T1I1iIFlllllil'JJilR8 Nomor 521PUU-XX112011 yang salah satu petitumnya dlsempumakan. 
llillOll N9FR9F 1TilAWR ~Q12111RIilRll Piljilll Qll9FilA &9llllllililllilRllllllilh lIiwlliiA nwnyatakan bahwa pasal 42 ayat (2) hUrul 9 Undang·Undang 
IIi1R8i1R P9rvlllFlll1 giI9f01h ~llml8F 1& TilhllR :!Q1~ ll9r1EiAteAll9A 89AlIllR Nomor 28 Tahin 2009 tenlang Pajak Daerah dan Retribusi 
pe_ran fJ8RIR'liiAg wRGtaAglilR yaR8 \QlaiR tiRtSij Daerah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) 

B baRil". ll9Rlil8ilRlllR K9fiY>1W&ilR QW9QfAU r b:a~'YA8 t19FR9F i Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
CJ.3QQ/Q lilA II<'QQ1i w~taRS I2BAl9a8liA ;Ot8& PiQi! 16 9¥at (4) ~\lRJf Q 
pgRi1tWFaR QanaR KiUleIpit9A TW'aA8 Qa'''aAg EJaHM: t18~9r 1 TatutFi ~~~ 

hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nornor 1 Tahun 20' 2 lenlang Pajak Daerah 

IQA\;lAlI Pajilll Qil9H1h 8i1llllllilimilFiI leIilh lIillllilh 1I9AlIilR P9_FiIR lilil8Filh sebagaimana lelah :liubah dengan Peraturan Daerah Nemer 16 
bIQR:lQF 1i TiPUA ~g1:;1j RUilul ttEIfi\lG t&il,*Yhilfl1IJ9R'~atQlaAi 

6 BaRtra &8NCSRiA '.'R8QAi URfl8RI .'&"'8f 23 liRWR AQ14 tBAtaAS 
Tahun 2012 penu ditlnjau kembali; 

b. bahwa berllasar1<an penimbangan sebagaimana dimaksud 
P911'1&RAlilhllR Iilll9FiIh 89llll8i1ilAllRii telilh lIillbilh ll9ll9H1Pil kali 19ri11lllir 
EleAiiR 'JAdA~g! 'RaiAS .ISFAElf 0 TMWR ZlQ16 t9AtiMS 128R:1laal:l8A K8(jy; 
MaG URgaAg b1R~8R8 NSfA9r ~'i TahWR 2Q~ 4 Wfi1taAB 129FJl8RRtaRaA ggQt;iJit; 

dalam hUM a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 1Tahun 2011 tllntang Pajak Daerah. 

(hn~laR aSSAyS fl8~~8IiaA WNEaR P9FRQRAtaRaR kSAltUfiR liiAtaFa ~ Sr:rJSRAt8R 
,)\,1&91 daR ~il9JiaR J1f9¥iA&i (ja1 S9SfaA ka9l::fpal:8nAtota, maka ~ 8~8RAtaA 

, 
da8fiR 't'ajili mSJelY88waikaRj 

d. bahwa berllasar1<an pertimban9an sebagaimana dimaksud dalam AYFUI ii, 

hllrwf II lIilR AWFUl 8 diatas, perfu menetapkan Peraturan Daerah lentang 
Perubahan Kedua Peraluran D~erah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nemor 
1Tahun 2011 tentang Pajak Da~rah; 

2 IDikturn Mengingat 1i P9Fahu9:R P'i~QRRtM NQA\8F 70 TaRWA 200i t€AtaR§ P9dsmaA R8Jf1BiRaaR 13. Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2017 lentang Ditktum Mengingal: 
OSR (28RgWNiil89R PSRyslsR,jgafi:8A PSRl8AFltaR8A QS8fQR t,L.QJlftbilJQA Pembinaan dan Pengawasan PenyeJenggaraan Pemerintahan - Angka 13, 14, 16, dan 
NQgara R8~wblik Ind9R9&ia TaRwA ~QQfi AGJR81' 186; Tam8aRiA b8RlJSif'=iR Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ang~a 18 disempuma~.an. 

tliB_ RQt)\Iolik IRd8R98ia ME Aler 4i03)i nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomer 6041); 

14. Peraluran Pemerinlah Replilllik IA~9A&8iil Nomor 18 Tahun 2016 lenlang 14. Peraturan Pemerintah Nemer 1E Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemor 114); Tctlun 2016 Nemor 114); 

\ 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor SO lahun 2015 tenlang ,tentang I 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berlta Negara Republik Indonesia PlImbentukan Produk HUkum Doorah (Berita Negara Republik 
Tahun 2015 Nomor 2036); Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

18. Peraluran Daerah Kabupaten Tulang Banwang Bara! Nomer 1Tahun 2012 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 6anwang Barat Nomer 1 
~ Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Tulang Bawang Sara: Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah KaIlupaten Tulang Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomer 1, 
Bawang Bara! Nomor 11) sebagalmana telah diubah dengan Pe"ltWRlR T11mbahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomer 16 Tahun 2012 Nomer 11) sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Q8A\fIQR@ Daerah Kabupalen Tulang Bawang Sarat Nomer 16 Tahun 
Sara! Nomor 1 Tahun 201~ tentag Pajak Doorah (lembaran Daerah 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kabupalen Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomer 16, Tambahan TUIang Bawang Barat Nemer 1 Tehun 2012 tentag Pajak 
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Berat Nemer 24); Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawartg Barat 

Tahun 2012 Nomer 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24); 

3 Diktum Memutuskan Dengan Pemetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

dan 
sUPATI TULANG BAWANG BARAT 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

dan 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Sebetum diktum Menelapkan 
eanlunlkan kala 
Memutuskan ditengah Frase 
Bupati Tulang Bawang Barat 

I ditulis dengan hUruf kapital 
dan diakhlri dengan Ianda 
baca tnik dua. 

4 Diktum menetapkan Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 
TAHUN 2012TENTANG PAJAKDAERAH 

Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN TULANG 
BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 
2012TENTANG PAJAKDAERAH. 

setelah kata Menelapkan 
judul Perda diakhiri dengan 
tanda baea titik. 

5 I Batang tubuh 1. Ketentuan Pasall i1Rsliil11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

6 ) Ketentuan Umum 1. Qillil'll~ i1gii1lil~ I<iIIlwpiitliR l"~liIR@ QilWilAS QilHlI. 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Pasal I angka 1 dart :2 
keSliuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas disesueikan pengertian 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan dalam UU Nemer 23 Tahun 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setemnat 2014. Angka 4, 5, 7, 8, dan 
manurut prakarsa sendiri berdasar1<an aspirasi masyarakat 10 dihapus 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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1 2 3 
d' PSfR8ARtaAiiJA Qa9N1R asalah P9Ayel9RSieU1iJ WFIe/BSA ,SRliRAWRliIR 818R 

128JROARta~ QaeN1R BSA Qe-"8A 129P''QItRiA Rali)'Qt QQ9FBR l<a~ ..p8tiR 
TwlaRg Qc.vaRg ~ara 

4, !ilypilli ilIitalilli/wpiili +wlaR8 9al"aRg lilaJilL 
51 Q9W9A 129A¥alEiliR Rakyat ,gag. 98IaRjldA)'i11 ilisiAshat Qf2RQ ii9Slsl;) 

~Q\'JilR PQIWalliiaR Rakyill Qalllill KalIWp.R +YlaRB 91l1'j~Rg lia. 
7, PeI'lllYI'lIA QaeAi~ ilIitaiall p9filllll'llA 1l8I\1R~I~ YR8i1RBiIM YilRB llillQRtliII 

QIQ~ Qll\'JfIR PQ!l"akilaR Rak¥al ~aQJiI~ Kal!y,aIliR TwlaRg Iilii' aRB Iilal'lll 
d9AS9A ~9Jil9twjwaR 1J9A;8FR8 tey~ati 

S, P8Ji1IYJilA IilYPilli lIdalll~ PeflllllJilR Swpali Tylang lilii'JlIAg Iilaflll. 
1Q 129rQAgkat ~)QQrQ~ agala~ PGtrQAsltet QSSJ8tt K8ltl::l~atBR TwlaAii QlIVilA8 

ii1arii yaRg ~ibQR ttiga& WRGtlW di;idaAg Ji8ijJ ajakaR gasreR ~aA fitJi~W8i 

8aQfll~ 

7 Jenis Pajak 2. Ketentuan Pasal28illllllllll~kaR l:iwruf IIeQlliRBBQ berbunyi sebagai berikut: 
Pasal2 

Jenis Pajak Daerah Kabupaten T1Iiang Bawang BlI'at terdiri dari : 
a. pajak hotel; 
b. pajak nestoran; 
C. pajak hiburah; 
d. pajak reklame; 
e. pajak penerangan jalan; 
f. pajak paltir, 
g. Pajak Mineml Bukan Logam dan Batuan; 
h, Pajak AirTanah; 
i. 

I j. 
pajak sarang bunung walet; 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 

k, bea perolehan hak alas tanah dan bangunan. 

8 Ketenluan Penulllp PllIial1Qi 
I-Ial Aa' yaRD 8llv,"" siaWir daliIiM P4~raR QQQfiA ini s9~il~aAg m8RgQ~ai 

tikAis PQlaksaA;IiR alEsA ~iatwr IQliiR laAjut gQRgaR J2QratWFaA 9wpati 

4 
2.	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan ,)Jeh pemerinta~ daerah dan dewan 
perwakilan rakyal daerah menuru~ asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas·luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang·Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2,	 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal2 
Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari : 
a, pajak hotel; 
b, pajak nestoran; 
c.	 pajak hiburan; 
d. pajak reklame;
 
e, pajak penerangan jaJan;
 
f.	 pajak pankir; 
g.	 pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
h.	 pajak AirTanah; 
i.	 pajak sarang burung walet;I j.	 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan penkotaan; 
k.	 bea perolehan hak alas tanah dan bangunan.. 

3. Ketentuan pasal 106 dihapus. 

i 

5 

Angka 2 disempurnalitl. 
Penulisan isi daTi sub p.asal 
dltulis sejajar huruf pertamil, 
pasal selanj~tJTra 
menyesuaikan, 

I 

Ketentvan pasall06 ?erda
INomor 1Tahun 2012dihilJ:'~ 

sesuai UUNomor 12 Tahwl 
2011 tidak dipenkenankan 
adanya delegasi blrio. 
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1 I 2 
9 Pengesahan danI 

pengundangan 

3 
Oitelapkan di Panaragan 
pooa tanggal 2017 
SUPATI TUlANG3AWANG BARAT 

'JMARAHMAD 

I
, 

Dlundangkan di Panaragan 
pada tanggal 2017 

SEKRETARIS D.ilERAH KABUPATBI TULANG BAWANG BARAT, 

HERWAN SAHRI 

4 
Diletapkan di Panaragan 
pada langgal 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

UMARAHMAD 
Diundangkan di Panaragan 
pada langgal 

SEK~ETARIS DAERAH
 
KABJPATEN TUlANG BAWANG BARAT,
 

HERWAN SAHRI I 

5 
Pada halaman penetapan 
dan pengundangan selelah 
namajabatan diakhiri landa 
"korna' danpenuisan nama 
Pejabcrt slmstrts dengan 
nama Jebatan 

J 
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAtl KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

No 

1 2 

1 Konsiderans 
menirTIbang 

I 

I 

I 
I 

I I 

LL 

IMateri Raperda I Rumusan Raperda	 Rumusan Penyempurnaan 

3 

~aR ..t'a d9RgaA adaAya k8FR~~aR ~eRlf:laR!I~RaA, PSFeliBR8fRiSA ~aA 

tara~idyt) yaAfJ ~9fk9RiaaRg daisFA Rla&yEIFcM:at oaA ~9"'9~aRi!(aA 
iA89hs ~arga 6BFEa f38Ft:1~ahaR regwlasi ,eFQtYFaR fj8fl:lAQaAg 
YA8aRgaA YaAg ~aFY. fRaI'lQ peRY dilakl:lksA Ji8RiRjaY8A kBFRbali 
MteAgeA8t pSA88Ra9R taFif fetA~l:f6i s8~agailf.laRa ~iatYF ~ataR1 

peraaaF9R da8Fi~ KaRwpateFl TwlaF18 Qa'ITj'aRg iafat .JeFRSf 4 Tah~R 

~Q1~\eAlaRB RM:i~Y&i Jil6a YAIIlIlli	 

4 

a. a.	 bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Noroor 
46JPUU-XII/2014 tanggal 17 Nc",ember 2014 yalllJ menetapkan bahwa 
penjelasan p.~1 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tidak sah secaa hukum dan diha~lus 

karena telah 'nembuat ketidakjel!l5an norma yang terkandung pada pasal 
124 sehingga ber1entangan dengan pasal 152 da1 pasal 161 Undal1g­
Undang Nann 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Dael'ah 
yang berakibat beban ekon,)mi tinggi sehingga merugikan hakI konstitusiiona rakyat dibidang komunikasi dan ketidakadilan 

\ penyelenggaraan telekomunikasi; 
~	 ~a~'Na MahllamaR KaR&itYsi IIlEllalyj PlltusaRRya ~8RgaR tl8Rl8' I b. bahwa berdasar1<.an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a. 

4i1PYY YJII~Q14 IaRggal17 ~1ol':el'iJllf :1Q14 yallg ~i~asakaR Sll6a=a periu meninjaJ kembali Peraturar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Baral 
t8r1lyl\~ yR!yk YRlYRl ,a~a IaRgla! ~& Mel i!ll1li \elall RleRl~aIaIl\~ I Nemor 4 Tahun 2012 ten1ang Retribusi Jasa Umum dan menetap~;an 
peRje/asaR r;>asaI1~4 YRsaRg bJRsaAg ~leRler ~8 +a!lYR ~QQQ IeAlaOgl Peraturan Daerah tentang Perubahan AlaS Peratur.~n Daerah Kabuparen 
Pajak Qa8lah ~aR RelRlllfSi Qil6Fl1~. Ialit RM:i~Ysi f2eR8eRsali~ Tulang Bawang Barat Nomor 4Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umurn; 
MeRal'll lei ~8l1lYRikasi llilelalll,ao ,alioOlioggi ~ (~Ya '81li8Rl ~ari I 
JJilei .:lwei Q8jek Pajak PlclQP) yeAH ~igWAak9Fl 6sl:lagai ~a6ar 

pe*'MtASSA pajak ~YfMi ~8A lJaftlWA8R FM8ABFa leleI't9fl1WAikasi; 

Keteraf1gan 

5 
~-

Konsiderans rrenimbang 
dis~umakan 

---.J
 
i 
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1 2 3 4 5 

8 ~QR\t1i 98FdS&MiiR K8fJUil:l:lS8~ Qyrt8FAYF baAlli YR8 ~i8AUr , 
QJ40;z.li.lIJA~K"~~ i feAtaAg Pe~B*,aR Qel)&,:apzl f;JB&aI PeFaBiFaR gaRt! 
KalJypateA TYlaAB Rcw.'eF11 iCl:8t ~J91'M8F 4 MAUll .agt~ !eRtaA. Re/JiN;i 
Jass UfAwFJ1, FRaka 1a8ge~,a "lateFi €laiR his_AtbaA passl ~aFl ayat 1JaJaR:! 

I 
PeFalYFaA gaeFa~ ElilR8k&l:IB ha"& silaudkaA ~8R::1IU~iR; 

EI. ~a~'Na B8Rias9l'hSR peFlillIJaAJaA 98~aiaiRft1Ra diAlak6yll ~alarA IiwM-a; 
RYM B fil8f1 IiWFyf 8 "iatas, 1J1)~W MSABaaphaR P1RitWFQA QaerQl:1 tsAtaAI ) 
P8FUtlaJl9A 6Aas PefaNRilA QaeFah KsiYfateA +wlzlAi 9WlV8RB AN.~ 
4laJ:lktA ag"12 teRtaAg RetRBYEii ~a&a blAWA1; 

2 Diklum Mengingat 4. \JAdaAg WAllaR! JISfMElF 331i*bA 2QQi &eAtaAg Ad"RiMisAsi KSpeA(lYINkM - Angka 4, :!1,22, 23. 25. 28, dan 
(bSFAIJaFaA ~8gR Re,ndtlik IAlJ9A8Sis l'*WA aoOii ~leffl8f 1iH. lMfheRaFt angka 34 dihilangkan. dasar hLkum 

I bBl'lSilraA ~j9BR AepYslk IA ~eRB6ia Nel'18F 4fi74) 6B~agaiFRaAa 49IaA yang dicarJlumkan hanl'8 '(ang 
djY~af:l ~eRgaR YMB8f11 YASSA! ~18fA8F .4 la~wR 4g~ 3 teAfaRi' P:AA" terklit dengan Parde 
KeJ'9R~YdYl,aA (bsFRBaFaA ~'8f1ifa Rs,wlilik IA9SAOQia +a~YR 29~ 3 ~'eFRer - Angka 29 dsempumakan. 
~i3, i_BaH1R beR'lIiaRiA .w.gaa Re,wlMk IRliieR9&ia tleRlSF i47i); I - Pengetikan menyesuakan dangan 

hirarld perulldang-undangan 
~1. P'SFRlFBR Pelf1eRAta~ tlsFRer ~7 lahWA ~g7 teRSlli Pelalt&8AQaA Ie'RNAt-

IJFu~aAI ~I8rR9F 23 +a~YA ~QOi teAta:tg i~~ffliA;&tfa&i Kep9AElY1M:tkaA 
(be",lJaFaA ~!8geF8 A9,wiJlik IAd8R9Si61 laI:IYA ~g7 .JElRl8F iQ, Tpl.ahaR 
b9~BaraR ~hgR RepwlJlih IR .A9sia .19fMSr 4j'~i) 6ElliQBaiMaAi 4Iak 
EliY~ah EleRlaA PeFillllFaR PeMoAAtaA ~leMeF 1Q3 lahYR ~Q1a PefYlliIAaR 
Ata6 PeratYr'lA PeMeRRtah ~lefA9r 37 Tat-utR 2OQ7 teAtaAI Pelalt6i~(iaR 

UAElaA8 YAdllAg .19~8r 33 TahllR 3QQi teRtaA8 A~"RlRi6tFa8i KepSAdY'iYb", 
(b8M:~araR ~le9BFe R8~,,~IiI~ IR~8Re&ia TaMlA ~Q1tl tleM9f aii, TaMI~ 

b8~~araA .Iegar-a RepwBlik ("genesis .leM8f i3+~; 
~. Per_FaA PEIfR8RAtat:1 RepY~lik IRsiEl'AQ6ia NeMer 18 TahwA ~18 teRtaR§ I 

PeFi*1fJltat QC8raf.:1lb9FRllaraR .tcgara j;lep~~lil~ IRs819&ia TattYA ~g1i ~1EMA8F I 
~ 

~3. PeHitttraR Pro6id8A ~18M9f ~7 lattYA 2M tBAtaAg PeiayaRaA Te.,s£h,~ 

PiAtu di i:i~aFi P8AaAtR18A t1efJ1I; 
:lIi. PeFatwaR MotteFi QalaRl .teieri tlsMer ~~ +~~A 2QOi leAlaRg Pe~9fRaA 

PeAyel9AI8BraaFI Peli¥BA8A T~.y iatYPiAN; 
~8. PeFatYFaA MoRteFi QaI~ .JeileFi tJ8A:18F ~ lat'lwR ~Q8 19Ak1Ag PesDfRaR 

:lll, PeFaQlFaR ..telRteri QelSFFI t1egeri ~eFflEu 21 +aAl:IA ao11 18RtaA§ Psrtd>MaR .... 
QrgaAisasi flEiA l'alakeria YRR llelafQAiA Pe~AaR leFpadw ~i QseFEit; I 

Perat1.,ran Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentmg 
Keews A& Pe~",A MeAleR bafaFA ~j9B9Fi ~19FR9' 13 1=aIU'A ~g.fi teRlaAg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebilgainnana telah 
PasaN" P'engeleaaA KewsAgaA gaeraJ:l; diubah beberapa kali terakh~ dengan Perl~uran Menteri Dallll1 

I 

I 

Negeo Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310). 

,., 0ar....t"mnI I I . _._._._.. D"ISFM KaliypateA T I I eaR ~leA PtA::: ~a\VaAg iant ~19FA8r 9 laR 
~ I tenia"!! Pa;;;';; 

8aU'a"!l "a~y~aten +Wla"::::llll~:/j ,*,lIa"'8: ~~~~:~~::R:a~YPate:;=_ _ _ _ _ Ij__~~.i~~~o~a~la- SF tlReF 71); 8",~af,QA Qa9IQh _ ! ~ 
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5 
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1 2 

3 Diklum Memutuskan 

4 Diktum menetapkan 

Batanlllubuh 

6. I Tartt F:ebibusi 

3 

Dengan Pel'Slltujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
KIl,BUPATEN TUlANGBAWANG BJlRAT
 

,jan
 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PEHATURAN DAERAH 

4	 I 

Denllan Persetujuan Eersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH
 
AABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 

dan
 
BUPAT TULANG BAWANG BARAT
 

MEMUTUSAAN:
 

Sllbelum diUum 
Menetapkan 
cmlumkan kata 
Memuluskan dan 
diakhiri dengan landa 
baca lilik dua. 

Menetapkan : PERUBAHIIN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH I set.. ah kala ~.t2pl<an 
KABLIPATEN TULANG BAWANG BAFtAT NOMOR 4 TPHUN I AABUPATE:N TUlANG BAWANG BARAT NOMOR 4 judul Pelda dbJis ~nga~ 

2012 TENTANG RETR BUS! JASA UMUIA I TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA LlMUM IhUM kapilal dan. d",kh,n
-	 • de"9'" tardal>a titik. 

~ P8J1R8FiAtat:l Qa8Fah SlIaI~ PeR'18ARtah Ka9YSateA lwl9AB &81"QAB iN 

4,.. Q8"'a~a ~ BPt"al'iPe~"a""l . aA Rali'!at Qae ~ 41 iJ 8A ReliVS. Qi8~~ K;~~~:;~,~8Ia~wtAya diS89l1t QPRQ eAg i9L\IiRg iil:ab a aI~ QQWM 

· 3.	 Ketentuan Pasal .,diubah, sehingga l>ertJunyi sebagai berlkut 
I. P~a7 

B£lsarnya Tarif Raw~t Jalan dan Rawat Darurat biaya pE'layanan adalah sebagai 
berikut 
eo taJif P8A;aftaf:af\ . 

8iaY8 PSREI.flR	 R~. 15.090, 
b.	 pelayanan kesE,hatan pada Unn flawat JalanJPoIiklinik (di luar tindakan dan 

obat), setiap or.ng per1<unjungan : 

1.	 Ketenluan Pasall diubah, sehingga Pasall berbunyl sebagai berikut Pasal 1 angka I hurlif 1 
Pasall dan 4 dise~urnakan 

1.	 Pemerintah Daerah adaIah kepala daerah sebagai Ul\Sur Ilel1yelenggara sesua Unda~ndang 
Pemerintahan Daerah yang memimpin jlelaksanaan IJUsan pemerintahan Nnmor 23 Tah~n 2014 
langrnenjadi kewenangll1 daerah otonorn 

2.	 ... 
4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
 

adalah Iembaga pllwakilan rakyat datlfah yang bel1<edudukan sebagai
 
llnsur penyelenggara Pemerintahan Dauah.
 

5.	 Osl...... 

3.	 KetentJan Pasal 7diubah, sehingga Pasal 7berbunyi sebagai beli<.Ut I - Ketentuan pasal 7 
Pasal7 hurut a dan pasal 8 

Besamya Tam Rawat Jalan dan Rawat DlWUr~t biaya pelayanan <Idalah sebagai hurut a dihapus, karena 
berikut biaya adminilllasi 
a.	 pelayanan kesehatan pada linnRawat J~~anlPoliklinik (di luar tindakan dan bukan rrerupakan .jenis 

ot,at), setiap orang perkunjungan : objek re'libusi 
1.	 umlJl1I gigi Rp. 20.000,- sebagaimana dlatur 
2.	 spesialis Rp. 50.000,- dalam UU NomoI' 28 

1. umum I glgi	 Rp. 20.000'-1 b. besamya biaya pelayanan Gawat Darural. Medis Umum, Gigi. dan Spesialis Tahun 2009 
2.	 spesialis Rp. 50.000,­

c.	 besamya biaya pelayanan Gawat Darurat Medis Urnum. Gigi. dan Spl!sialis 
setiap OIang pelkunjungan (di luarindakan dan oba!) : 

1.	 umumlGiili Rp. 30.000,­
2.	 spesialis Rp. 60.000,­

d.	 besamya biaya Pelayanan Satu H<fi ( One Day cae) di luar tindakan dan obat 
ditetapkan sebagai berikut: 

1.	 umum I Gigi .......................................................... Rp 100.000,­

2.	 spesialis ........................................................... Rp.12!;.OOO­

I	 I 

setiap OIang per kunjlmgan (iii luar tindakan dan obat) ;	 - Setelah frase 'lIllbah 
1. umum/Gig;	 Rp. 30.000,- sehingga tlerbunyi 
2. spesialis	 Rp. 60.000,- sebagai iJElj(ut" 

c.	 bssanya biaya Pelayanan Satu Han (One Day cae) di luar tindakan dan sisipkan tare 'Pasal 
ot,at dnEtapkan sebacai berikut: 7". 
1.	 umum I Gigi • . Rp 100.000.- - Pasal . selanjl ntya 
2.	 spesialis Rp.125.000,- menyesualkan 

_I 
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1 2 3 4 5 

7. Tarif perawatan 4. Ketentuan Pasal7 diubah, sehingga berbunyi sebag<i berikut 4. KelBntuan Pasal 7tiubah, sehingga Pasal7 berbunyi sebagai berikut 
Pasal8 

I Pasal8 
Besll'nya biaya tarif perawatan adalah sebagal berikut 

Besamya maya taIifperawatan adalah sebagai berikut 
a. taRI pell4altiFan : 

~ia)'il f2eA~iiltaFaA , , Rp. a.ooo, 

a. besanya llrif rawat inap per hari di lull' tindakan dan obat sarta macan 
I paskln sebagai Ilerikut : 
I 1. kelas III Rp. 120.000.­

I b. besannya tait rawat inap per h,m di IUll'tindakan dan obat serta makan pasien 2. kelas II Rp. 150.000.­
1 sebagai berikut : 3. kelas I Rp. 180.000.­

1. kalal' 11\ Rp. 120.000,­ 4. kelas utamaNlP Rp. 250.000.­
2. 
3. 

kelaHIi 
kelal' I 

Rp. 
Rp. 

150.000.­
180.000,­

5. isolasi 
6. leu 

Rp. 
Rp. 

200.000.­
350.000,­

4. kelal' u1amaJVIP Rp. 250.000,­ b .. 
5. 
6. 

lsolasi 
leu 

Rp. 
Rp. 

200.000.­
350.000,­

c. ......... 
I 

Ii. KIlleAlYaA !'aeal 0 aval (1) ~i~a,ue ~an aval ~l ~iu~a~, ee~iABIa ~eFliull¥i 5. Ketentuan Pasal9 diut'ah, sehingga Pasal 9berbunyi sebagai belikut : Kelerrtuan Passl I ql;a 5 
ee~agai hlikYI-+ Pasai 9 diselJllumakan 

(1) .. 
(2) dan se1erus~ya 

8. TarifTindakan 6. KeteRluaA Pileal 19 ayal (1), ill'a1 (~), a)'ilt (31 ~aA aval (4) ~iu~all, se~iAua 6. Ketentuan Pasall0 diubah, sehingga Pasail0 berbunyi sebaga! berikut: Pasal10 disempulll<lhn. 

I BeFliuAyi 6e~allai llelikut; 
Pasal1 0 (1) 

PasaJ 10 
Besannya tarif tindakan persalinan seh<lgai berikul: 

- Frase 'dokter ali' diubah 
n-enjadi 'dok1er spesialis' 

(1) Besamya tarit tindakan persaanan sebagai berikut : a. persalinan nomlal • Frase yaDli sama 
a. persalinan normal 1. kelas III selanjutnya menreslla,kan 

1. keias III 
a) tindakan dokter umum Rp. 600.000,­ I 

c) 
d) 

tindakan dokter umum 
tindakan dokter spesiali,; 

Rp. 
Rp. 

600.000,­
800.000,­

b) tindaka~ doklEr allli Rp. 800.000,­ 2. kelas II 

I 2. kelas II 
1) tindakandokterumum Rp. 800.00(1,­

3) 
4) 

tindakan dokter umum 
tindakandokterspesialis 

Rp. 800.000,-
Rp. 1.000.000.­ I 

2) tindakan dokler allli Rp. 1.000.00(1,­ 3. kelas I 

3. kelas I 3) tindakan doklenrnum Rp. 1.000.000,­
1) tindakan dokter umum Rp. 1.000.00(1,­ 4) tindd<an dokter spesiaJi. .. Rp. 1.500.000.­
2) tindakan dokter aIlIi Rp. 1.500.00(1,­ 4. kelas ullima 

4. kelas utama 3) tindakan dokter umum Rp. 1.100.000,· 
1) tindakan dokler umum Rp. 1.100.000,­ 4) tindakan dokter spesiali.. .. Rp. 1.750.000.­

I1 b......... 2) tindakan dokteraRli Rp. 1.750.000,­ I b. ........ dan selerusnya ..... 
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I 
1 :2 3 4 5 

g. curettage g. curellage 
1. kelas III 1. kelasJII 

a) tindakan doklel' umum ............ Rp. 500.000­ a) tindakC'n dolder umum ......... Rp. 500.000,­
b) tindakan dokler aIIIi ............ Rp. 750.000,­ b) tindak.n dokter spesialis ......... Rp. 750.000,­ I 

2. kelas II 2. kelas II 
a) tindakan dokler umum ............. Rp. 700.000,­ a) tindak.n dokler umum ......... Rp. 700.000,­
b) tindakan dokler-aAli ....... ..... Rp. 1.000.000,­ b) tindal\.n dokter spesialis ........ Rp. 1.000.000,­I 3. kelas I 3. kelasl 
a) tindakan dokler umum ....... .... Rp. 1.000.000,­ a) tindakan dokter umum ........ Rp. 1.000.000,­
b) tindakan dokler aIIIi ........... Rp. 1.250.000,­ b) tindaklln dokter spesialis ........ Rp. 1.250.000,­

4. kelas utana 
a) tindakan dokler umum ........... Rp. 1.000.000,­

4. kelas utrna 
a) tindaken doktilr umum ......... Rp. 1.000.000,­

b) tindakan dokler aIIIi ...... .... Rp. 1.500.000,­ b) tindak.n dokter spesialis ......... Rp. 1.500.000.­
i. resusitasl bayi baru lahir i. resusitasi bayi barulahir 

1. kelas III 1. kelas III 
a) tindakan dokler umum .............. Rp. 200.000,­ a) tindakan dokter umum ......... Rp. 200.000,­
b) tindakan dokler aIIIi .............. Rp. 500.00(1,­ b) tind.kan dokler spesialis ......... Rp. 500.000,­

2. kelas \I 2. kelas II 
a) tindakan dokler umum .............. Rp. 250.000,­ a) tind.kan dokler umurn ......... Rp. 250.000.­
b) tindakan dokler aIIIi ............... Rp. 600.000,­ b) tindc,kan dokler spesialis ......... Rp. 600.000.­

3. kelas I 3. kelas I 
a) tindakan dokler umum ................. Rp. 300.000,­ a) tind.,kan dokler umurn . ....... Rp. 300.000,­
b) tindakan dokler aIIIi ................ Rp. 700.0(10,­ b) tind.ikan dokter spesialir. .. ....... Rp. 700.000,­

4. kelas utama 4. kelas utlma 
a) tindakan dokler umum ............... Rp. 400.000,­ a) tind.,kan dokler umum ....... Rp. 400.000,­
b) tindakan dokler aIIIi ................ Rp. 900.000,­ b) tind.kan dokler spesialis ........ Rp. 900.000,·
 

9 Pasal,11 disernpumakan. 
Pasalll 

Penulisan pasal 7. J'9tQAtW9R 12aoil11 &yat (1) ~itdbaRI sQRiRBsa 89F9YR)'j G8~agai f~ 7. I<etentuan Passl ll diubah, sehingg<l pasalll berbunyi sebagai 
Penulisan pasal selanjL 
menyP.suaikan 

berikut : 
(1 ) Besamya tarn lindakan rnedis operatlf per tindakan ditetapkan sebagai I Pasalll 

berikut: (I) Besamya lariI tindakan medis operatlf per tindakan 
a. tindakah rnedlk operalif ri'lgan, mellputi : I ditetapkan sebagai berikut : 

1. .........cst.. a. tindakan medik operatif ringan, meliputi :
 
1. .........dst...


I 
I 

'mya 
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2 4 

Penulifsan pasal dan Tarif I·· _ "-..•: _ ,, .. 9. Kalen!uan Pasal13 ayal (1) dan ayal (2) diubah sehingga Pasol 13 berbunyi IPasal 
..bagai berikul:Pasa/13 

I 5 

13 ayal (3) 
dlsempumakan. 

(1) Bosomya lan'k01lSlJ11asi dekler opE'siaiis perkonsultasi ~3bagai bartkut: 
a. kalas III R~.. 40.000,­
b. kela. II ~.. 50.000,­
c. kalas I ~.. 60.000,­
d. kelas utama R~·. 70.000.­

(1) 
PasaI13 

8asomya tari! konsullasi doldarspealal's perkonsultasi sell"!la! berkut : 
a. kel.. 1II Rp. 40.000,­
b. kelasll Rp. 5O.()(JO,­
c. kelaa' Rp. 6O.O<l0,­

(2) 

e. isol""i ~. ao.ooo,­
f. leu ~" 100.000.-

Bosomya tari
' 
konslJlasi gizi perkonsullasi sebagai bertkul : 

a. kelas III RI'. 20.000,­ (2) 

d. ""las utama Rp. 70.(J(JO,­
e. iscIasi Rp. ao.(J(JO,­
I. leu Rp. 100.(J(JO,-
Besamya tari!konsullaai gizi per konsulssi sebagai bertkut: 

b. kelas II RI'. 25.000,­ a. kelas III Rp. 200Jo,­

c. kalas I Ri>. 30.000,­ b. kelasn Rp. 25.0JO,­

(3) 

d. kala.utama 

P.RIl."'. datiluar rumah sakt _ 

Ril. 35.000,­

dika"""an tarif konsultasi Kelas II. 

c. 

d. 

ket.. I 

kelas utama 

Rp. 

Rp. 

3O.0JO,­

35.0JO,­

(3) Pasien dan luarrumah sakildi<enakan lari! konsultasi Kelas II. 

15.	 Ketenluan PEsai 21 ayal (1), ayat (2) dan aya! (3) diuJah sehingga berbunyl sebagai 115. Keten!uan Pasal21 diub.hsehingga Pasal21loarbunyi sebago! benkul: 
berikul : Pasal 21 

(1) Tari! pelayanan mobi' ambulance atau molo' jenazah, dalam katlupalen dan 
(1)	 Tam pelayanan mobU 8fRHIflR Blillsi FM8~1 j8R8i!sh silel'l IlEltsj dalam kcbupalen I luar kabupaten (rujuk;31n) sebagai berikul : 

a.	 Oalam Wlayah Kabupalen 
a.	 LJalam Wllayah Kalluoalen I 1. jara!< sid10Km sebesar Rp.150.ooo,­

2. Jarak 11 sid30 Km sebesar Rp. 300.000,­
3. jarak 31 sid60Km sebesar Rp. 400.000,­
4. jaraJ< 61sid100 Km sebesar Rp_ 500.000,­

b. b. luar Daerah Kat'upalen 
Rp. :100.000,­ 1. jarak sid10Km sebesa<.................... Rp. 200.000,­

2. iaraJ< 11 sid30 Km sebesar................ Rp. 350.000,­
3. jarak 31 sid60 Km sebesar.......... ...... Rp. 500.000,­
4. jarak 61 sid100Km sebesar............... Rp. 600.000,­
5. jarak> looKmsebesar Rp.1.ooo.ooo,­

_ I 

I Pasal :~1 disempumakan 

(2) Tari! sebagaimana dimakaud pada ayal (1) sudah termasu, 88M dan 
pengemLdL 

(3) Dalam h" d~ertuk..n dan karena kelerbalasan sarana, naka mobil 
ambulance dapal difungsikan sebagai mobil jenazah. 

----.L__.
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i ~O. KIte....SAPae&! iii ~wtiah 6e~i"6ga 8SAJYA)li salata leAkY( : 20. Kelentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal25 bernunyi sebagai berikut : TGirif pendaftarar dihapus 
. PasaI25 PasaI25 kanena biaya aiministrasi 

Tarifperawalan pasien per hili (diluar tindakan dan o~at) ditetapkan sebagai berikut Tarif perawalan pasien per han (di luar tindakan dan ooal) dlletapkan bukan merupaikanenis objek 
a.	 tar#peA~aIl:IF8R Fat at iRSp &8911&8" Rp 19.GGQ. sebagai berikut re'Jibusi sebagairrma diatur 

a. Biaya rawal inap sellesa' Rp. 80.000,­ dalam UU Nonn III Tahunb 
b. .........dan sete,-usnya ......
 2009 

22.	 Ketentuan PasaJ 27 ayal (1) dan ayal (3) diubah, 888aA,keR ayal (2), ayal (4), 122. Ketentuan Pasal 27 ayal (1) dan ayal (3) diubah, serta ayat (2), ayal (4), IP"sa1 27disemp U1Ti1t.an 
ayat (5) dan ayal (6) dihapus, sehi!lgga bertlunyi sebagai berikut : aryal	 (5) dan ayal (6) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi oobagai I 

\ terillut: 
Pasal27 

(1) .."\ 
(2) .. 
Dan se1erusnya 

26	 Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 25. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 be!bunyi sebagai I Pusal30 disempum_an 
PasaI30 berikut : 

(1 )	 General Check Up Pasal30 
Tart! General check up ditentukan sebagai benkut (1) General Check Up 
Pemeriksaan Iengkap telTllasuk pemeriksaan laboratolium, pemeriksaan EKG, Tam General check up ditentukan sebagai belikut: 
dan lain-lain (tidak terrnasuk pengobalan), tarif yang hens dibayar Pemeriksaan Iengkap lBnnasuk pemerillsaan laboratorium, 
sebesar Rp. 285.000,­ pemeriksaan EKG, dan laill-lain (lidak tennasuk pe'1gObatan), tarif 

(2)	 Visum etReoertum yang harus dit'ayar sebesar Rp. 285.000.. 
Tamjasa ViHum etRepertum yang harus dibaya' sebagai berikut (2) Visum etRepertum 
a.	 visum strepertum Rp. 50.000,- Tarifjasa Visu'1l etReperrum yang harus dibayar sebagai belikut 
b.	 visum asuransi Rp. 100.000,­ a. visum etrepertum Rp. 50.000,­
larif tersebut 30% jasa PusI:esmas, 70""" jasa pelayanan dilambah IiIif b. visum asuransi Rp. 100.000,­
pemeriksaarl pelengkap sebaga persyaratan lannya. taliftersebut 30% jasa Puskesmas. 70% jasa pelayanan ditambah 

(3)	 MolJjl Ambulance tam pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lannya. 
Tarif jasa penggunaan mobil Arrbulance yang harus dibayar sebagai berikut (3) Mobil Ambulance 
a.	 dalarn Wilayah Kabupalen Tarifjasa penggunaan mobil Ambulance sebagai berikut 

1.	 j,lI'ak sid 10Km sebesa . Rp. 150.000,­ a. dalarn Wilayah Kabupalen 
1.jarak sid 10 Km sebesar .. Rp. 150.000..2.	 jarak 11 sid30 Km sebesa .. Rp. 300.000,­

3.	 j:lrak 31 sid60 Km sebesar . Rp. 400.000,­ 2.ja-ak 11 sid 30 Km sebeser .. Rp. 300.000,­
4.	 jarak 61 sid100 Km sebesar .. Rp. 500.000,­ 3.jarak31 sid 60 Kmsebesar .. Rp. 400.000.­

b.	 luar Daerah Kabupalen 4.ja-ak 61 sid 100 Kmsebesar . Rp. 500.000,­
1.	 jarak sid10Km sebssa .. Rp. 200.000,­ b. luar Dae~lh Kabupalen 
2.	 j,lrak 11 sid30 Km sebesar . Rp. 350.000,­ t. jarak sid10 Km sebesar .. Rp. 200.000.. 
3.	 j:lrak 31 sid60 Km sebesar . Rp. 500.000,­ 2. jarak 11 sid 30 Km sebesar . Rp. 350.000,­
4.	 jarak 61 sid 100 Km sebesar .. Rp. 600.000.. 3. jarak 31 sid 60 Km sebesar . Rp. 500.000,­
5.	 jarak> 100 Km sebesar .. Rp. 900.000.. 4. jarak 61 sid 100 Km sebesar .. Rp. 600.000,­

5. jarak> 100 Km sebesa .. Rp. 900.000,­__.	 l __ '------'- I	 ( 



1 2 

(7)	 Dalam hal dipe~ukan dan karena keterbalasan sarana, m<l<a mobil ambule.nce dapal 
difungsikan sebaga! mob" jenazah. 

Struktur Tarif11 42. Ketenluan Pa331 59 diubah sahingga belbunyi sebagai batikut: 
Pasal59 

Struktur dan beeemye tarif retribusi ditelapkan sebagai barikut 

b. Dolder 

Jenis Bargunan 

a.	 Kios 
Pennanen 
Semi Permanen 

b.	 Los 
Pennanen 
Semi Permanen 

a. Pelataran 

uas 

a)(~p3)(3,3x~ 

3:K2,~)(B.3)(42

2x3 
3x3 
2x3 

11 

4 5 

(4)	 Tarif sabagalnnana dimaksud ayal (1)sudah termasuk 88Mdan pengemudl. 
(5) Tarifja<apenganlarpasien rujukan: =1 

a.Perawal Hart I (pertama) Rp. 75.000.- saliap kali
 
menginap 1(salu) malam dilamblt biaya Rp. 75.000.-;
 

b.Doldor Hart I (pertama) Rp. 150.000,- eetiap kali
 Imenginap 1 (satu) malam dilambah biaya Rp. 150.000,-. 
(6) Dalam hal dipe~ukan dan karena keleril.1ta9an sarana, maka mob~ ambulance
 

dapatdifllngeikan ",bagai mobi janazah.
 

42.	 Kelentuan Pasai59ditilahsehingga Pasal 59belbunyi sebagai bartkul : Penetapan tarif kios dan 
PasaI59 los seharusnya dibedlkan 

Slruklurdan besamya larif ",lrtbusi ditelapken sebagai berikut: sesuai ukllan dan 
Tam 

Rf). ~.Q99j ~r 
R,. ~.gggl ~. 

Rp.1.500,-lhr 
Rp.l.500,-Ih!' 

Rp. 1.000,-lhr 

tasilitasJenis Bangunan Luas Tarit 

a.	 Kios
 
- Permanen
 3x2,3x33x4 Rp. 2.000.- /hr
 
- Semi Permanen
 3x2,3x33x4 Rp. 2.000,-lhr 

b.	 Los
 
- Permanen
 2x3 Rp. 1.500.- /hr
 
- Semi Penmanen 3x3
 RP.l.500~ 

b. Pelataran 2x3 Rp. 1.oo0.-lhr 

45. Ketenluan Paeal93 diUbah eehingga Pasal9) berbunyi sebagal beri<ut Kelenluan pasal 93 
Paeal93 disempumakan eesuai Sural 

Dijen Perimbangan 
pengawaean dan pengendalian mena", telekomun~aei d~aitkan dengan 

(1) Tingka! pengsunaan jasa diukur berdas''''n jumlah kunjungan dalam rangka 
Keuangan Nomor So 

indeks variebel 2D'lBSi penempalan menara telekomunikasi dan janis menara 439/PK!2015 tanggal 9 Juni 
Ielekomun~asi selama 1(salu) lahun. 2C15 dan S·7431PK12015 

tanggal 18 November2015. 
be~a jumlah kunjungan kelokasi menara y..,gditetapkan sebanyak 2 (dual 
kali dalam 1(salu) lahun, 

(2) Frel<wensi keg;al.n pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayel (1) 

(3) Kegiatan pengendalian sabagaimana dimaksud pada ayal (1) barupa kegialan
 
opernslonal Sislem Inlonmasi Pengendalian Menara Telekomunlkaei
 
(SIDAMET) selama 1(salu) lahun,
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2	 , 41 , 5iI	 3 
12 S1rukrur dan besar Tam 48 lCe~8R\w8R FIeeal Q4 81b1hBh. sel=liAg§lIliRllcllif/ 89~8B8i ~EiIR1Qlt: I 46. Keten\uan Pesal94 diuball sehingga Pasal94 herbunylsebagai beli.ut: Pasal 94 disempurn~an 

P...I94 sesuai Suml Difjen 
~ 1(1) Tarf Retribusi Pengendalian Menara Telekomunbsi dilelapkan dangan rumus Perimbangan Keuangan tolomorI (1)	 +aRt RisVii.,ei Pugs,u'liIliflA M8RI3.8 1=eleliSMIcIFtililisi SSIBfFI 1 [eEI.IeI) lEil~YR ~iAitwAfJ sebago; berikul: S-439RKflO15 tanggal 9 Juni 

dSRf)8f1 FtiMW~ 89B8Iai 88Ft/ilclt; RPMT=TPxTR 2015 Can S-7431PKI2015 tanggal
lRt- lQ\ Jl Tfldt Ke".erangan tBNovember 2015. 

A +eAt Rieii~~si 1cI~11cI1t tehwR _ RPMT : Relribusl Pengendaliall MenaraTelekomunikasi 
+Ill 18mQS8er wRath te~YR ~ TP :Tingkat Penggunaan Jasa 
+P.lI liFlgluH PeR!!WFlS8R J8II!I1 yeA! i~"R8hBA ltIAtt.4li fJS*M1F1fJBR TR : TantRetribusi 

l"iFl8hs& P8RgfJWR88A 'e11l8 si "NiltY" t (2)	 Tant retnbusi pengendalian per-menara lBIekomunikai diletapkan sebesar Rp. 
................ ( Rupiah) pe!-menara periahun didasarkan 

/"1\	 c....... ...,..,"'.t.o.rif. A""'..... " .......Ib......L~..........A .....:............. ~_.."""'- l_I........._ ....:L".; . ..IJjah._I......
 
.....,------- ....., J" pada biaya operasioM! pengendalian dan pengawasan dengsn kamponen biayaaess88rRfl ~ai'i ,...........'-F ..•
 

sebagaj beri<ut :~"".AB" ~'~.h' Q9 (Q.B J"'" hiI - eo" -,.,~BA ~.AS."~" "" 01•• ~B1iAS Ii.	 ", ­.'" RoIu' liS· i>til.h-'. ':"...­ a. honorarium petugas pengawasan; ~ ~,....:: ~_._:.::'.~ ...~..;.~".,-~ 
b. t....portasi;

'" ~'Fluj.B"	 • I~isy. ~'A8'" .....::: I.'. i'.rllilloo§Il<lA hi c. uang makan;",.filli,. "'01' . k .....~."".A 'A§OAi' ...lih81 fe. ~B1".'~:A~"': 1(B""'oI) hBl, y:,:. 1",.iil.A ~.A ~ ••=~ I'•.•lioi••, Oi"BA. hoi Sauan biaya unluk masing-masing komponen sebagaimana disesuaikan••,.k . e ss,.§ ....., 
deng... standar harga yang diletapkan dangan Peraturan Bupali. 

1; Be,aran I8mbusi Pengendalian Menam Teiekomunikasi diMung berdasarkan 
If ..

Keg TwlaR9 8;.,vaR8 lBRgeR
Kes. rwlanl iC'''o'aAl bhlikl .:8S. 

K & barAlMI
K98, " ..RIIAS ~~~:~A:R8a, t:es. 
KilJaAi, KeG. n~ QElWQ, 
~atu Pw~l:I, Ke8. PaBai' 

I K8G. tt":IA\lAg TSr:aMg 

:!

I

. I_~

~

I~ 
L 

~~ ~~&r9A
<!9Ra ~ 

akte~ aRB daFalt i~~~~L-----j{.;-;:----- NI~teF I (3) 
Indaks faklor zonas; penempalan menam lelekomuni<asi yang ditelapkan 

141 sehagai beritu\ : 
a.	 Faktor Penempaan 

, Faktor Penempal, '" I Kolisien 
-s, aoadat 1.,! 
Zcna sedanq 0,9 

b.	 Faktor Zona Ja-ai< 
Faktol ZOna I Koelisien Katerengan 

JalSk 
Kec TuIang a8wang Tangah 

Zona 2 
Zona 1 0.9 

i--
-I,U~er:ater	 

Kec. Tutang Baw8ng Ud~, KeC: TIJmiia'" 
Zona 3 1,1KeefiBieR 

:!.["~~~.~ 

~f.-- ~9IJ9Flller 
L- 4r;)p8F_r ;tawi89itt 4,iG ~ 

8.	 pakler KetiAgBiaA ~1eAaFa _ 

t ,1 
Koefisien 

> 81 Meter 
61-&: Meter 
41-Bli Meter 
<40 Meter 

0,9 
0,8 

d.	 Faktor Janis Menara 
, FaklDr Janis PenempatanE-ilf"_ ~Mot9F ~ ..~ ~\	 +;+i, Koelis'ln --=:=JMenara~ 41i{}M8ler	 ~ I 

Menera Pole 0,9L- '$Meter	 4;iQ =:J 
Menara 3 Kaki 
Manara 4 Kaki 1,1 -.J 
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KStilMlM811fl

n .........:..: "':_~_A l __...lo. 

I 

'-SRliMl &liBWa gsElwMII 
IBtWUil8Wh '8'8 sf J'flf *'~ 
("'BRSAl BSfI!l8A lteYRlBiBR

:l,Q 

~ 

..... I ~

~=
~ 

1'"="j'"-
M8IliIHl 
n.~ 

4,ii 
.~",.,1Iee8 Un I~ l,e9

, - -~ .
IF 
2

I · 
3 

I 

T:...... L_~ ~..__•• __ 1 ..I~a...~-I~.t. ....... .. .-..,__....."".,...... ...l ...,...au.~
 

~-.....tJe ' .......-.;:, ",.. w, """8" ii ..
 

Tn II _ 11'7' , V~ • 1'1.'4 • II Ill.. 

~ I;. I l"i_gkgl PaR8ijYA8SR '988 YBfl§ digJclFlBhi81 ilRQlk ~artl:ltYF88R.. ,... . .. 

Q Jj :::=f\ilFI::;"B'=AII~:::A!~=t "~Mi 
Mil SRWfUllt8&R ",,,'wit ll'iA:liWFi158A 

~ I , I KseHeisFi KetiFltIi&R MBAR ) SA! Si'l:iRaltMfil wRtwk 
_ T'>.. ..• .... , 

~ I ~ I KeMieisA J&F1ie PSABI'l'9Y:FI U8F1Sra Y~18il"RBltlu, LlANIi 

Kelenluan Penutup 
1) Hal-hal yang belum diatur dalam Feralur,., Daerah inl sepanjang mangena; 

pelaksanaannya akan diatur ieblh lanju! dangan Peraluran Bupali, 
'2) Dangan be~akunya pera!uran ;nl,11aka segala kelentuan yang bertentangan dangan 

Peraluran inldinyalal<an teak ~aku lagl, 

13 

Penulup14 Pasalll 
Peraluran Daerah iri mula; berlaku palatangga! diurldangkan, 
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan p9RIYA~8RiRya Peraturan Daerah ini 
derqan penompatannya dalam Lombaran Daerah KabupaIBn Tul,.,g Bawang Barat. 

15 Pengesahan dan Dilotapl<an diPanaragan
 
pengundang'" padatangga 2017
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 

UMARAHMAD 
Diundangkan diPararagan 
pada lBnggal 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TLLAi'13 BAWANG BAPAT, 

I HERWAN SAHRi 

Pasal115 

4
 

Pasalll 
PeTalumn Daerah inimulal be~aku pala tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mongolah,inya, memerintahkan pe"iJundangan Poraluran Daerah 
in; dengan penempatannya :!alam Lombaran Daerah Kitlupalan Tulang Bawang 
Barat. 

DiIola~kan diPanaragan 
padatanggal 
BUPATI TUlANG BAWANG BARAT, 

UMARAHMAD 
Diundangkan dlPanarcJJan 
pala tanggal 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWlING SARAT, 

HERWAN SAHRI 

5
 

Pasal115 Felda Nomor 4 Tahun 
2012 dihapu. karena lila; 
diperllonankan adanya delegasi 
Wanko sesua! Lampiran UU 
Nemer 12Tohun2011 
Pasal II disempumakar 

Pada halaman penolapan dan 
pengundangan selelah nama 
jabalan diakhlri landa baca 
-kama" dan penulisan nama 
Pejitl&l.imatris dengan nama 
jabatan 
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I	 3 I	 4 
I LAMPIRAN	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 
::-ANGGAL 

CONTOH PENGHITUIlGAN RETRIBUSI I,£NARA TELEKOMUNlKASI BERDASARKAN FAHTOR PENEWATAN toENAR/\ 

PallaK.muplllBn Tulang B.....,g Bar.' _ 200 man"", Te1kom. PengIlWllllBl1 _clap rresirG-masing mensra adelall 2 keli 
daIam 1 (saki) IahU'l JumIfJh palJgao ysng malakukan _ ke sati~ ITIEnera adlllal1 3 "'""!i dan rnoIakuk.n 
p_san le<hadap 2 m.""" per heri. LelBk me..ra _ pedabebelllpa kecaInabln di K.m~n Tul.ng BllWIlng Beret 
yang membutuhkan biaya transpor1ll8i cull"" besor. Pemda K.mupelen Tulang _g Bara! monllIBpkan belan;' barang dan jose 
dengan katenklan sobugei berikul: 
e.	 Belanja PeljaJanan Din..: 

•	 Blaye 1nIn~_ @Rp 600.ooo,lIimlhan (merup.kan biay. lransparta.i rata-rata unluk mengunjungi menere­
menara yang _ di K~1an Tulang a.wang Borat dan dopal ddlllBpkan per orang). 

•	 Ueng HaMon PeljeI.nen Dines @RpJOO.OOO,/orangll;ari (sudah t8nnasUI< uang mekan) 
b. Belanja B.han Habi. Pekei bar",. ATK @Rp6.000.000,-ilahtlr 

1. P~nghitun!Jen MenggunakBn Tad Tunggal 

Jumlah	 kunjungan ke rnenere per tahun : 200 )(2 kali : 400 kunjungan 
Jika daI.m 1han ,2 kunjurgen, ""k. unlul< 400 kunjung.n diluklhkan 200 hen kOlje. 
MakE! biaya CJl)eraeional	 per Iahun E¥:feIah sebegei berikut: 

t.	 Tran,lpOrlBsi 1tim 200 hr Rp 600.000,- Rp 120.000.000,­

2.	 U.nu Harl.n 3org 200 hr Rp 300.000,­ Rp 60.000.000,­

3.	 ATK 1~n Rp 6.000.000,· Rp 6.000.000,­

T...Ibioy. f.. lahun	 Rp 186.000.000,· 
8mya rata-mta ,,-tau IBm petrnenara permhun (200) Rp 930.000,­

Pombul,tan 

1.	 Menggunakllf\ T.ril Variebel 
Diesum~kan	 _ bel yang digunakan adlliah sei>agei _ul: 

V.riab.1 jarak tempuh: Zona 1(indo'"0,9), Zon.'lindok. 0,9). Zone 1(indol<s 0,9) 
V.riabal janis menera: Merora Pol. (indak. 0,9), Menara 3 kaki (indak, I), daIl Manera 4 kaki (indaks 
1,1). 
V.riat>e1 ketilggien men.ra. > 81 Metar (ind". 1,1), 6H10 Metar Qndak. 1),41-00 Malar (indok' 0,9), dan <4{) 
Malar (indeks 0,8). 

2.	 Contoh Penghi1ungan : 

1.	 Menara Pole yang bemda .jj kecamatan Turri Jajar dengan ketingg9131 meter dengan penghitungan : 
RPM" 'IndekB 'ariabel jar'll< ~ , indel\s ,.risbaI jani. menera 'Iaril 

, 0.9.	 1 • 0 8 X Rp 1130000,­
2 

, Rp 669.000,-llahun 

2	 Man"'" 4kaki yang borede di kacamatan Betu Pulih dang.. katinggian 61 metar deng.n penghitungm : 
RPM'" ; Indeks variabel jar. tempuh x indeks variabel janis menara x tam 

, 1,1 • 11 • 1 X Rp 930000,­
2 

, Rp 1.255.500,-llahun 
____.	 ....L­ -.J 
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3. 

No 

1 

2 

Materl Raperda 

2 

Diklum M&nimbang 

Diktum Mengingal 

Rumus.n Rapll'da 

3 

a. 

b. 

bahwa deng.., OOanya kernajuan pembangunan, peTelconomian dan taral hidup yang 
berkembang dalam masyaral<al dan mempemallkan indel:s halga serta perubshan "'llulasi 
peraturan pel1mdang~undangan VliA! hSRJ, maka periu dilakukan peninjauan kembali 
NlI8AtlS"ai ,SR§IBA8BA teAf MJlHIl:Iei 8si:lS(lsIFRBAB Elistur .91_ perabJran daera·' Kabupaten 
Tulang BawarY; B....INomor6 TatlUa 2012lenlang Retribusi Perlzinan Tertllnlu; 
bahwa berdasar1tan pertimbtngan sebagaimana dlmakBud dalam hUMa lIeR ~YFYf ~ dlslae, 
penu rmnelapl-",n Peraluran Daerah Ienlang Perubahan Alas Peraturan Daenn Kabupalen 
Tulang Bawang Baral Nomor 6Tahua 2012 lentang Rotribusi Perizlnan TortenlU; 

Rumusan Ptnyempumaan 

4 

Keteranllllni 

5 

a. t·ailwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian dan laral hidup I )i<1um Menirnbar'lj 
yang berkembang dalam masyaral<al dan meml"matikan indoks h_ SOria disempumal<an. 
p9/lJbahan regul..i peraluran perurdang-undangan yang baraku, mal<a pe~u 

ciakukan peninjlluan ,embali Peraluran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Baral 
NomoI 6 Tahun 2012 tentang Re1rlbusi Pormaan Terten!u; 

b, t,ahwe bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hUMa lerlllli>ut di 
"las, pe~u menetapkan Peraturan Daerah lentang PenJbahan Alas PeraltJran 
Daerah Kabupalen TLJang Bawang Beral Nomor 6 Tahun 2012 tentang Relribusi 
Perizlnan Tertentu. 

Diklum Mengingal 
Angka 12, 17, 
19,20,21,22,23,24,27,2 
6,29,30,31,32,33,34,37, 
42,43,44,45,50,51,55,5 
6,dan 57diMargkEn 

Perotu,"" 
dicantumkan 
yang lerkail 
Perda 

yang 
hanya 

dengan 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAERAH KABUPATE.N TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

3iQgj; 
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~ til. KSIUdusQA MeRteA P.~aan b1FAY~ ~j9~8r :A4A2R:rM.QQ07 teAtaA~ P8~9fJ1aR 

ltIiAi6 IliA MeAdiFi!iBA iaRIYAaR e8.YR~; 

i5. P.....aRQa" Katll:IJulleA TY!iRi 8w:ang iaJoat ~18A1er ~4 +aRYR ~014 \eMI 
laiA PSAgslelaaA biAgkYAgaA (bsfR~aFaA QasHIA Ka~y"atsA +WhiAI Qa "aniAM 
+s'unt ~914 1"SM8F ;;14, +aFA~~aA bSFRIiRA "eMiR Kaln,ateA T~dang &'i\t\'SAg 
Qar:at ~J9~9r Iii); 

Iii.	 Pe'.FiR Qil8~ KalJupateA TI:I1ani iav08Ag liaFal: WeIMer 7 laAYA aJ11i teAtaRg 
P8~9""aR PeAysteAllariaR )P!Ra~8; PY&at P8J88laAjaaFl daR 1=8'(8 IAe~8ff\ 

fbeRl~RfI 'taBN~ Ka~ .."EIt8A T-tf18Ag 9awaAI 8arat +ahYA 1!Q1 i N9~9r 7, 
"J=ar:IWahsA b8FR~aF8A );laRA Ka9HJ1ateA "HIlMI RSV'8AI iaFat ~19M8F i9j; 

i)"	 Per:atwFaR gaSFQA KelJwpMsA TylaA§I iafJ9Ag 8_ JJ8FMSF 9 +~"A ZJ1' IsA&lAg 
PeFiiiAaA iilrl .18101 PsFiiiRElA (blAlhaFaA Qaerall Katl..,ateA +YISAg i'a:JiAg iaFat 
+aAYA 201& .18""8r Q, TaM~ahBA b.MlJanlR gBeRl~ KatlWp.A lwla1g 'Iil\1QAI 
iM ~J9_F 71 ); 

3 Diklum memutuskan ­
dan Menelapkan. 

4. Batang Tubuh Pasail 
Beberapa kelentu,m dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 
tahun 2012 tentang Rebibusi Perizinan Tertentu (lernbaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 16), diubah sebiIQai berikut : 
1.	 Kelentuan P,asal1 angka 27, angka 28, angka 29, ,ngka 30, angka 31 dan angka 

32 dihapus sehingga berilunyi Sllbagai be!iltut 
Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah iniyang dim,lksudkan dengan : 

Kelenluan Umum5 

1.	 Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten TJlang Bawang Barat 
2.	 .......
 
4.	 Q8111fiIA P8A1fi~Q'aA Raltyat Qaeri1A -,aAft selaAjL"'.AYi: dieS8wt QPRQ adala~ Q91"8R 

P8P...takilan ~ikyatQaeFiI~ "a8u'lateATutaR~ Qa'arJB 83f'at 
Q.	 ~Jilai Jwal Qlljok Pajak yaRB selaRjutAye eisiAglcat ~JJ()12 aea~ ~arta Fata Faa'laAB 

~i '8fE1I8~ liaR HASak&i jyal Imli )'QAB teFjadi ssswa vJQjar ~aR lJila=RBRS ~~ak 

teF~8fJat tFa'-iaksi jwal Ileli, ~UQP lIiteFlilhsA Rt81a1ui pSF~QFI~iAgaA ha:ga ~sAB8A 

9~ek laiR ElBfq 68jeAis a&lY Flilai tJ1Wl8AaA ~aFti NJQF' ,SAIBSM. 
6 Taril RelJibusi 1MB I 2. KeteAtuaA Pxal7l1iylJa*' 68hiAgga heF~YAy4 &e~alai S8Filtwt 

~ 
(1)	 liAlliat PSFrBffl::lASilA iaiR 1M1r1iriksA lJaRgYABA ~i~a6aFkBA atas keFM~9n8A 

FeViBH&i 6sf1l1 R:lfMl::ISlIaA iA1181i6 fl8Ag~ilUABaA 88saFflya F9tfillw&i. 
(2)	 1«8ff1fl8A8A Js&:isl::Isi 6Brta FI::IFR~€ EK4A iAlIeli6 ps 'g~itYFlgaA lJesaFfI\'U r4tFi~Ysi 

eet3agaifMaAJ ~iFMalWiYil ,a~a ayal (3) fjitetQflkaA 6Sleatai 9SFRtwt i 

I 
I	 - ­

4
 

MEMUTUSKAN: 

Pasall 
Beberapa kelentuan dal'lm Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 tahun 2012 tentang RetrilllJsi Penzinan Terlllntu (LE!Il1baran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawling Barat Tahun 2012 Nomer 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nemer 16), dlubah sebagai berikut: 
1.	 Ketentuan Pasal1 angka 27, angka 2E,. angka 29, angka 30, angka 31 dan 

angka 32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut 
PasaI1
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
 
1.	 Pemenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaa 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemenntah yang 
menjadi kewenangan daerah olono)m. 

2.	 Dan seterusnya.......
 

3.	 Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal7 bertlunyi sebagai berikut 
Pasal 7 

(1)	 Prinsip dan sasa-an dalam p"nelapan tarif retibusi 1MB 
didasllkan pada tujuan untuk menutup seballian biaya 
penyelengga-aan pemberian izin l'ang bersangkutan. 

(2)	 Biaya penytllenggaaan pemberian izin sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) meliputi penerilitan dokl.l11en izin, 
pengawasan dan pengendalian kegialan di lapangan, 
penegakan hukum. penalausahaan dan biaya dampak negalil 
dari pemberiao ilin Iersebut 

1 

5 

Sebelurn Diktum 
\lenetapkan tambahkan 
<ata "Memutuskan'. 
el balang tubuh Pasol I 

.Jan seteMIIY. dketi< 
::ejajar dengan " ­
"Peraturen D...rah' ;pada 
.Jl<tum menetapkan. 
<elentu,", penulisan pada 
,aSaI berikutnya 
11enyesuaikan 
'asal 1, angka 1 
,jisempumakan sesuet UU 
23 Tahun2014. 

IIngka 4 dan angl<a 9 
,:lihllangkan 

Kelentuan pasal 7 
:lisempumakan, SE,suai 
Jasal 140 dan 142 UU 
Nomor 28 Tahun 2li09 

I 
I 
I 
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Struktur dan Besamya 
Tariif 

3 

4. Kel8RtYIA ~a&al 8 Itwwf ~ aRaha 3 ~aA aAgka 14 dhdiSIt seitiRHa 
IJeRiwAvi sebagai ~8FiJ(ut 

~ 

StrwktYr ~aA 88&aFRya taFif R9tFilJwsi laiR MSA"iFiltan Sa1t1YA9A flite"'aA ,~ 
jtetafJkaR isFiasil:ksA TaFif I-IBFg8 QaGer RSAgYA8A ("'R-tQ~ &8~alai llsAI,yt, 
8. j;YRgsi iaRI\lR1l\ QSdYAI - -lie ~ -... Iloo 

~ 

~ III OanlliFlIFl r. MWA_" 
1) 91n'. B.~. MIl 

PeNMlhiA'RYFFI81:l r.", .141. .. R "'iI~ TRill' Snll.il~1 
1 R'''' "nm'lIt1~u.

Gill ._ C.~.iAI (RiS) 
Iij l.. "I'SURIAiii" ~. ,000100 lit'-,
II) ~.. lilil'llIAlA • lilli. ; iOQ"~O 11t' 

III' Ii I¥I~ fJI4 7i ~ 
~gliUI8UA. ii Ft,. 1000,00 lit' 

".·?i IRa "fA 100 
..:l 

~il'.'lPsn• ~ 1100PO iii' 
~lOOFR' 

a, Iil.._ KtI8iL'A"MIII 
ii~l*iA'1 ~Q) 
a) "'M 'laJltUFIIiFl eI4 np. 100000 ..'-~QIPWFm:111i l4tJ 1.iGG.og ..' 

HIliPIIg.gR Ml1iO M' 
~QIRJWA9A. J•. '.QOO,OQ lit' 

....1$0 "af~ 1X) ... 
~Q8AI"RIiIA liill. a, i 000,00 At'

-"I RUPllilh if IIII1A,.trtWliAJlh 
~iIiA'''AgA ak' P~. i iQQ,OO ..' 
~" 

~QaR"lRen ~j ~ •. 7ooQ,00 ..' 
__100 Hla.... n9 ... 

~QaRiWFlaA &Ii np 76'X\oo ..­__liOAla &18 2VO 

I 
... 

~&.n8IdAIR fiWi I~ UiOO,OO lit' 

~" I 

4. 

I 

j 

4pasal8	 
-,

5 

Ketentu"n Pasa' 8 diubah sehlngga berbunyi sebagai berikl~ 
PasaI8 

(1)	 StnUur dan penghitllngan retribusi 1MB dltetapkan sebagai berikut: 
a.	 Fle1ribusi pembangunan bangunan baru : 

Fle1ribusi	 1MB = tuas (l) x Indeks Terintegrasi (Iij x indeks
 
bangunan baru xTam Re1ribusi;
 

b.	 F!e1ribusi rehabililasilrenovasi bangunan, meliputi
 
perbaikan!perawalan, perubahan, perluasanlpengurangan :
 
He1ribusi 1MB = Luas (l) x Indeks Terinlegrasi (II) x lingkal .
 

Kerusakan [Tk) x Tam Re1ribusi; 
c.	 Flebibusi prasarana bangunan gedung : 

F!e1ribusi	 1MB =Volume M x Indekl; Prasarana Bangunan (I)
 
X indeks bangunan b!llJx TarifRebibusi;
 

d.	 He1ribusi rehabililasi pras<rana bangumlll : 
Fle1ribusi 1MB =VoIJme M x In!leks Prasarana Bangur,an II) x
 

lingkatKerusakan (T~) x Tarif Re1ribusi.
 

(2)lndel<.S Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam F'asal 8 
diIelnpkan berdasil1<an Jer1lilungan sebagai berikut : 
Indells Terintegrasi =Indeks lungsi x ir.deks klasifikasi x indeks 

vraktu penggunaan. 
(3)	 lndaks Pelestar"ianlpemugaran sebagaimana dimaksud pad" ayat (1) 

huru!c adalah sebagai berikut: 
a.	 Pratama, sebesar 0,65; 
b.	 Madya. sebesar 0,45; 
c.	 lllama, sebesa 0,30. 

(4)	 Bes,mya Tingkal KenlSakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf bdan huruf e adalah sebagai berikut : 
a.	 Tingkal kerusakan sedang, sebesar 0,45; 
b.	 11ngkat kerusakan berat, sebesar 0,65. 

(5)	 Ban\IUnan gedung atau bagian bangunan gedung <Ii bawah permukaan 
tanall (basement), di a1ilSibawah perrnukaan air, prasarana dan sarana 
umum diberi indeks pengali 1ambal1an 1,30 untuk Il'endapatKan indeks 
terimegrasi. 

(6)	 Indeks lungsi, k1asifikasi, waktu penggunaan, P"asarana 
Ban\IUnan Gedung, dan Besamya tarif lebibusi 1MB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1:, tercantum dalam Lampiran I, II, dan /II yang 
menlpakan bagian tidak lerpisahkan dan Peraturan Daerah Ini. 

(7)	 Dalam hal Ierdapal pen'lQunaan Iebih dan saW lungsi bangun3n maka 
indel;s lerintegrasi dihittmg secaa propOl"sio nal. J 
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8 Taril Rebibusi 114. Ketentuan P,3sai 34 hurul b dih~pus sehingga berbunyi sebagai berikut 14. Ketentua,n Pasal34 hurul a angka 3 dan hurud b dihapus sehingga Pasal 34 I Pasal34 disempumakan 
Perizioan Pefi(anan Pasa! 34 berbunyi sebagai berikut
 

Struktur dan besarnya Tarif Rebibusi lzin Usaha Perikanan adalah: Pasa! 34
 
a. Pembudidayaan ikan	 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah: 

')	 Brdidaya Ikan AirTawar c. Pembesaran ikan Air Tawar
 
LuasArea ~ Rambusi
 

2Hasld3Ha .5(I.OOO,-lTa'un 1) ~ElUdidaya'ka~:I:~~ar Retribu,i ~ 
Dlatae 3Ha sid 5Ha R .100.000,-lTa'un 2 Ha sid 3Ha Pp. 5O.000,-ITahunj 

j 
Diatas 5Ha dan seterusnya R .15(I.OOO,-ITa'un Dial.. 3Ha sid 5 Ha R,. l00.000,-ITahun 

2) Pembenihan 
Lues Area Ratribusi

2Ha,/d3Ha Rp. 50.000,-ITahun
Diatas 3Ha sid 5Ha Ro, 100.000,.fTahun
Dietas 5Ha dan seterusnya RR 150.000,.fTahun

Ikan AirTawar Diala.5 Ha dan setems a R.'.150.000,-ITahun 
2) Pembenihan Ikan AirTawar 

LuasA,~a Relribusi ~ 
2He sid 3Ha	 Hp. 5O.000,-lTahun 
Jiatas 3H.sid 5Ha Rp. l00.000,-ITahl,n 

~I i~ \liaR fJi Pes:aifaA YI1U'M'K8FQfM~B ~ Jistes 5Ha dan seteflsn a Rp. 150.000,-lTahlin 

duFfllah "eRlIllIl:g ~1:~ jgiBe 59 YAK· R@::1~nq;a~YA 3) Oihapus
 
,b. Dihapus. d. Dihapus.
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9 Penutup Pasalll 
PerallJran Daerah inimulai berlaku pa~atl1lggal diundan~an. 

10 Pengesahan dan 
penguhdangan 

Agar setiap orang mengetlhuinya, r'lemerintlhkan 1l9A9tiAdQRIAya PeralLlran 
Daerah Inl deilgan penempatlnnya daiam Lembaran Daerah Kabup.iten 
Tulang Bawang Barat 

Ditelapkan diPanaragan 
pada tlnggal 2017 
BUFATI TULANG BAW.~G BARAT 

Diundangkan diPanaragan 
pada tlnggal 

UMARAHMAD 

2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE,,1 TULANG BAWANG BARAT, 

HERWAN SAHRI 

11 Penjelasan 

15. KetentuM Pasal 55 dihapus 

Pasalll 
Peraturan Daerah ini mulai be~a(u pada tlnggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah Inl dengan penempatannya dalam Le1lbaran Daerah Kabupalen 
Tulang Bawang Barat 

Ditetapkan dlPanarag<l1 
pada tanggal 
BUPATI TULANG BAWN~G BARAT, 

UMARAHMAD 
Dlundangkan diPanaragan 
pada langgal 

SEKRETARI3 DAERAH
 
KABUPATE~1 TULANG BAWANG BARAT,
 

HERWAN SAHRI 
Conloh 1 

Misalnya ~'...ajib retribusi mendirikan bangunan Rumah Tinggal 
Baru (sederhana), dangan : 
• Harga Saluan Bangunan Ge<lung = Rp 12.000,00 

• Luas lanlai bangunan gedung = 10011 2 

• Indeks fungsi sebagai hunlar = 0,5 
• Indeks klasifikasi : 

Kompleks!!.. Sedamana =0,25 x0,4=(1,1 
PermaneMi Permanen =0,2x 1,00= (',2 
Resiko kebakaran Rendah = 0,15 x0,4= (',06 
Zonasi gernpa Zona IlMinor =0,15xO.1O=0,015 
Lakasl Renggang =0,1 xO,4 =0,04 
Kelinggian bangunan Rendah = 0,1 x0,4 = 0,04 
Kepemilikc'n bangunan Perorangan =0,05 x0,7 =0,Q35 
• Indeks Waldu Penggunaan lelap = 1,00 
•	 Indeks Terintegra,i: 

0,5x (0,1 + 0,2+ 0,06 + 0,015 + 0,04 + O,{)4 + 0,035) x 1 = 0,245 
• Indeks Pembaogunan Bargunan BaN = 1,00
 

Retribusi 1MB (e",targ=
 
1CI0 m2 x 0,245 x 1,00.( Rp 12.000,00 = Rp :194.000,00 

Pasal 55 Perda Nllmor 6Tahun 
2012 ~ihapus \\arena lidilk 
dipBf1(enankan adanya deegasi 
blanko sesuai Lampir<l1 W 
Nomor 'IZTahun 2011 
Pasalll disempurnakan 

Pada halaman penetapar dan 
penguntlangan setelah n;rna 
jabatan diakhiri taooa 'l;(ma" 
dan penulisan nema Pejabat 
simetris dengan nama jabiian 

Tarnbahkan penjelasan pada 
Pasal8 
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Contoh 2 
Misalnya wajib retribusi mer,3novasi bangunan Rumah TinggaJ (sederhana) 
dengan tingkat kerusakan sedang, dengan : 
•	 Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000.00 

•	 Luas lanlai bangunan g!!dung = 100m2
 
InOOks rungsi sebagai hunian = 0.5
• 

• Indel<s kIasilikasi :
 
Kompleksitas : Sederhana = 0.25 ~ 0,4= 0,1
 
Pennanensi : I'ermanen 0.2 x 1.00= 0.2
e 

Resiko kebakil"an : Hendah = 0, 15 ~ 0,4= 0,06 
lonasi gempa : Zona I/Minor = 0,15 ~ 0.10 =0,015 
Lokas; : Henggang = O,1x 0.4 =0,04 
Ketinggian bangunan : Hendah = 0.1 ~ 0,4 =0,04 
Kepemilikan bangunan : Perorangan = 0.05 ~ 0.7 = 0,035 
•	 Indeks Waktu Penggun,llIn : tetap = 1,00 
•	 Indeks terintegrasi : 

0,5>: (0,1 + 0.2 + 0,06 + 0.015 + 0.04 + 0,04 + 0,035) x1= 0.,:45 
•	 Indel<s Rehabililasilreno'{asi rusal< sedang =0.45 
Retribusi 1MB terutang =
 

100 m2 ~ 0.245 ~ 0,45 ~ Hp 12.000,00 =Rp 'J32.3OO,OO
 

LAMPIRANI :	 PERATURAN DAERAH KABIJPATEN 
TULANG BAWANG BARAT 
NOMOR 
TAHUN 

INDEKS FUNGSI, JNDE~:S KLASlFIKASI DAN INDEKS WAKl'U 
"ENGGUNAAN 

a.	 Indeks Kegiatan
 
Indells kegiatan meliputi k~liatan :
 
1) Bangunan gedung
 

a)	 Pembangunan bangunan gedung banu I3ebeslll,oo 
b)	 RehabilitasVrenovasi
 

1) Rusak sedang, sebesa 0,45
 
,~) Rusak berat, sellesar 0,65
 

c) Pelestarianlpemugaran 
1) Pratama. sebes,f 0,65

I 2) Madya, sebesar 0.45 
~:) Utama.sebesar 0,30 

2)	 Prasarana bangunan gedung
 
a) Pembangunan baru sebesar 1.00
 
b) Hehabilitasilrenovasi
 

1) Rusak sedang, liebesar 0.45
 
,:) Rusak berat '~I)fsar 0.65
 

5 

Tambahkan penjelasan 
Pasal8 

Tarnbatlkan Lampiran I, II. :dan 
III 

J
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b.	 Indeks F'arM1eler 
1) Bangunan gedung. 

a. Bangunan gedung eli alas permukaall tanah
 
'1) Indeks pllamell,r fungsi bangunan gedung dilelapkan untuk:
 

(a) Fungsi huninn, sebesar 0,05 da'l 0,50 
i.	 Indeks 0,05 untJk rumah ~nggal tunggal sedemana, 

menpu~ rumah in~ II.mbuh, rumah sederhana sehat dan rumah 
deret sedamana; dan 

Ii.	 Indeks 0,50 untuk fIIngsi hunian sselain rumah tinggal 
sedert1ana dan rumah dere! sederhana. 

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,(10 
(e) Fungsi usalla, sebesar 3,00 
(d) Fungs; sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 

I 

1 
I 

I 

I 
I 

I 

i.	 Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi 
bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legisIatif, dan judikatif; 

ii.	 Indeks 1,00 untuk barlgunan gedung fungsi sosial dan budaya 
selain bangunan gedung rnilik Negara. 

(e) Fungsi khusllS, sebesa 2,00 
(f) Fungsi gandalcampuran, seoessr 4,00 

2)	 Indeks parameter klasifikasi banllunan gedung dengan bobot masing-masing
 
lerhadap bobot !;eluruh p1U"ameter klaslfikasi ditetapkan sebagai berikut
 
a.	 Tingkat kompleltsitas berdasarXan karak!er kompleltsit;1S dan
 

tingkat teknc·logi dengan bobot (1,25 :
 
i.	 Seoomana 0.40 
ii.	 TIdak Sederhana 0,70 
iii.	 Khus.JS 1,00 

b. Tingkat permenensi dengan bobot 0,20 : 
i.	 Darurat 0.40 
ii.	 Semi permanen 0,70 
iii. Pennanen	 1,00 

c. Tingkat nsiko kebakaran dengan bobot 0, 15 : 
i.	 Rendah 0,40 
ii. Sedallg 0,70 
iii, Tinggi 1,00 

d.	 Tingkat zon,iSi gempa OOngan bobot 0,15 : 
i. Zona II minor 0,10 
Ii. ZOna" I minor 0.20 
iii.	 Zona III / sedang 0,40 
iv.	 Zona IVI sedang 0,50 
v.	 ZOna VIkuat 0,70 
vi.	 Zona VII kuat 1,00 ~ 

I 
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e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan boboIO,10: 
i. Rendah 0,40 
ii. Sedang 0,70 
m. TInggi 1,00 

f. TIngkat risiko kebllkaran dengan bobo! 0, 15: 
i. Rendah 0,40 
ii. Sedang 0,70 

g. 
Hi. TInggi 1,00 

KepemiUkan bangJnan gedung dengan bobo! 0,05 : 
i. Negaralyayasan 0,40 
ii. Peroranllan 0,70 
iii. Badan Usaha 1,00 

h. Jaringan jalan dengan bobol 0,35 : 
i. Lingkungan 0,10 

ii. Lokal seIo.under 0,20 

iii. 
iv. 

v. 

Lokal primer 
Kolektor sekunder 
AJ1I!ri se~:under 

0,40 
0,50 
0,70 

I 

vi. Kolektor !'rimer 1,00 
i. Hirarki lUang denllan bobol 

i. Lingkun!lan 0,40 

ii. Sub pusat pelayanan kola 0,70 
iii. Pusat pE,layanan kola 1,00 I 

j. Koefisien dasa bangunan (KDB) 
i. <30% 0,20 

, H. 3o.50% 0,40 

I iii. 50.70% 0.70 

iv. >70% 1.00 I 

! 

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untLk: 
a. Bangunan gedung dengan Illata pemanfaatan :>ementara jangka pendek 

maksimum 6 (enarn) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan 
mock up, diberi indeks sebesa 0,40; 

b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementa'a jangka menengah 
maksimum 3 (bga) tahun seperb f:antor dan gOOang p,roYek diberi indeks sebesar 
0,70; 

c. Bangunan gedllng dengan masa pemanfaatan Iebih dari 3 (tiga) lahun, diberi 
indeks sebesar 1,00. 
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b, Bangunan gedung ell bawah perrnukaan tanah (balement), di alaslbawah 
pennukaan air, prasarana, dan sarana umum. 
Urtuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di1etapkan indeks 
pengali tambahan sebesar 1,30 untuk me1dapatkan indeks lllrinlegrasi. 

2) Prasarana bangunan gedung 
InOOks prasarana bangu~an gedung rumah tinggal tunggal sederhana me~puti rumah inti 
tumbull, rumah sederhana sehat rumah derel sederhana, bangunan gedung lungsi 
keagal11aan, ser1a bangunan gedung kantor rrilik Negmditetapkan sellesar 0,00, 
Untuk konstruksi prasarllDa bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, 
dapat ditetapkan deng;1Il prosentase terh adap hll'Qa Rencana Anggaran Biaya selles.. 
1.75%, 

TABEL PENETAPAN INDEKS TERI!I'lEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA REl1lIBUSlIZIN MENDlRlKAN 
BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG 

I 

I 

I 

I 

I 

J 

I 

_I 

FUNGSl 
Para",ot", Indeks 

1 2 

1.Huria1 Ofr,M 

2.K_ 0,00 

3. UsN 3,00 
4.SosiaI del l\lDn.onBudsy. 
5. Kt1USlJS 2,00 
8.Gsnda' 

4,00
C........ 

I'&ra_ 
3 

1.l<mpMQtas 

2. Pennllnllnsi 

3. Ris'<o 
kebak·nn 

4 Z-)nesI 
gemplt 

5, LoIt.ui(kepsd 
alanbangunan 
godung) 

6. Kdltggisn 
bangllWl 

gedU"'J 

7. I<spemilikan 

KLASlfIKASl 

Bobol P......ter 
4 5 

0,25 .. ­
b. T............ 

c. Knusus 

0,20 a Dw>l 

b. Senipem'IW1CInc._ 
0,15 8, R8Ildah 

b. Sedq 
c. Tinggi 

0,15 e. Zona r I minor 

b. ZOI'IB IIIminor 
c, Zona III '58d.,g 
d. Zone IVI sedeng 
e. Zona \I f kual 
f. ZonaVl/kUBl. 

0,10 a. Ranpllg 

b. Sed8ng 
c. Pedat 

0,10 8. R8Ildlth 

b. Sedsng 
c. Tinggi 

0.05 8. Nega-w'YB)'aS8fl 
b. Percnngen 
c. Bedaln U88ha-

WAKTU PENGGUNAAN 

In:lol<s Parameter I.­
6 7 8 

(1,40 
1._ 0,010 

jls'II<s pendsk 
(',70 2._ 0,10 

..,lI<B 
......."." 

',00 3. Tetap 1,00 

(1,40 

{',70 
1,00 

(1,40 

(1,70 
',00 
[1,10 

t',20 
(1,40 
0,50 
(1,70 
',00 
(1,40 

(1,70 
',00 
0,40 

I 

n,70 
',00 
(1,40 

(IJO 
1,00 

I 

-----.i 
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CATATAN: 
oJ Indeks 0,05 unluk rumah tnggal tunggal, melipuli rumah inti tumbuh, rumah sedemana sehal, 

dan rurnah <!ere! sederhana. 
..) Indeks 0,00 untuk bangUilan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik 

Negara untuk pelayanan jasaumum, dan jasausaha 
Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah pennul<aan \anah (basement), di 
atasIbawah pem1ukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengaH tambahan 1,30 umtuk 
,emdapatkan indeks terintegrasi 

BlIPATITULANG BAWANG BARAT, 

UMARAHMAD 

lAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG EAWANG 
BARAT 
NOMOR 
TAHUN 

INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRlBUSlIMB UNTUK ,BANGUNAN PRASARANA 
NO 

.ENIS PRASAPANA PEMBANGUNAN RUSAK RUSAK 
1BANGUNAN BARU B=RAT SEOANG 

hiIol 11l!NI Indeks Indeks 
1 2 3 4 5 6 
1. Konslruksi pembalast penallanl pengaman 1,00 0,65 0,45 0,00 

a.Paga, 
b. Tan,lgull ",taining wall 
c. Tu,,~ balas klNlingipersi 

2. Konslruksi penanda masuk Iokas; 1,00 0,65 0,45 0,00 
a. Gapura 
b. Gerbang 

3. Konslruksi pel1<e,asan 1,00 0,65 0,45 0,00 
a.J"an 
b. Lapangao up"""'" 
c. Lapangan olah raga lerbuka 

4. Konslruksi penghubung 1,00 0,65 0,45 0,00 
a. .ernoaten 
b. Boxculverl 

5 Konslruksi kolamireservoir bawah !anah 1,00 '),65 0,45 0,00 
a, Kolam renang 
b. Kolam pengolahan "i' Reservoirdi 

bawah tanah 
6. Konstruksi manara 1,00 0,65 0,45 0,00 

a Menara antena 
b. Menara reservoir 
c. Ceroboog 

( 
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~lIJk~ monumen 

8. 

9. 

4 

1,00 1),65 0,45 0,00 
a. Tugu 
b. Palung 
KonslllJk~ inslal..iI gardu 1,00 1),65 0,45 0,00 
a. Instalasi IIstrik 
b. Instalasi telepanl komumkasi 
c. Instalasi pengolahan 
Konslruksi ml<Jamei papan nama 1,00 1),65 0,45 0,00 
a. Si/iboatd P~an iklen 
b.	 P~ nama (bardin sendili 

atsu berupa lombok peg.r) 

CATATAN: 
1") Indeks 0,00 unbJk prasaana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung 

kanlor milik nella-a, kecuali bangunan gedung millk nega-a untuk pe yanan 
jasa umum, dan jasa usaha 

2.") Jenis konstruksi bangunan lainnya yang tennasuk prasarana bangunan edung 
ditetapkan oIeh Pemerinlah Daerah 

SUPATI TULANG SAWANG BARAT, 

UMARAHMAD 
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LAMPIRAN III	 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 
NOMOR 
TAHUN 

INDEKS PENGHITUNGAN BESAIUlVA RElRIBUS/IMB UNTUK BANGIIJNAN PRASARANA 
a.Fungsi Bangunan Gedung 

No 
1. 

2. 

3. 

4. 

Bangunar, 
a) Bangunan Fungo! Hunisn :
 

1) Bentuk Eia~nan ParumahanIRlmah T~llinggal
 
a.	 R"""h linggal _ana ,. Flumah K8mp"9Rull1llh Ssngat Sadalt1ana (RSS) 

fl)	 Luas Bangunan sId.15 fT12 
to)	 L.... Barg",,""distaa45m2 sid75m2 

Lues Bargunan diala. 75m2 aid 100 m2"I 
el)	 LU86 Bangunan dialas 100 mZ 

2.	 flumah KdlRumah Sad,",ana (RS) 
tues Bangunan sid110 m'"I 

2tl) luas Bangunan di alas 80mt sid 150 m
luasBangunan di alas 150 m2s,/d200 m2"I 

el)	 LUBe Bangunan distus 200 m2 
I 

3.	 Flumah SadangMenanll'h 
L.... Bangunan sid 100 m'"I

I,)	 Lua.Bangunan dista.l00 m' sid150m' 
l) luesBangunan dialas 150 m2 sid 200 m2 
el) luau BangunBl'l diablS 200 mr 

c.	 Runreh linggal Tidak _natRumah Mawah 
8)	 l.oos Bangunan llId 200m2 

b) L.uai Saogunsn dialBs 200 m2 sid 300 m2 
c) l.ues Bangunen dialas 300 m2 sid 400 m2 
d) l.ues Sangunsn dietas 400 m' 

2) Rumah ·-lIlggal Daret
 
3) Rumah -'inggal Swun
 

b)	 Bangunan FUrlSlsi Usaha:
 
1) Ba.ngunan PerBadsnan
 
2) Bangunan PardagaOQfn
 
3) Bangunan Perindustrian
 
4) Bangunan Perhotelan
 
5) Bangunan wisata dan rekreasi
 
6) Bangunan Terminal
 
7) Bangunan tempst penyi~nan
 

0)	 Bangunan FUIl\I'; $oBisl danBudara:
 
1) Bangunan Pelayanan PandiQkan
 
2) Bangunsn Pelayanan Kesehatan
 
3) Bangunan Kebudayaen
 
4) Bangunan Laboretorium
 
5) Bangunan Gedung Pelayanan Umum
 

d) BBrQunan FU~IBi Khusus: 
1) Bangunan Reak.tor Nuktir 
2) Bangunan Inslalam Pertahanan dan Keamanan, dan 18m sejenisnya 

_ario," paraturan perundanll- Jndangan langb8!lal<1J 
; 

Tarif Satuan 
Ratribu,' lRol P8f 

3.000.00 
3.500.00 
4.000,00 
4.500,00 

4.000,00 
4.500,00 
5.000.00 
6.000,00 

6.500,00 
7.00<1,00 
7.500,00 
8.5011,00 

8.000,00.
 
9.001,00
 

. 10.01)Q,00
 

.11.000,00
 
6.000,00
 
8.00<1,00
 

8.500,00 
8.500,00 
10.5:10,00 

11500.00 
7.001,00 
7.000,00 
10.000,00 

6.000,00 
5.500,00 
6.000,00 
6.000,00 

7.00<),00 

12.500,00 
12.5:>0,00 

m' 
m' 
m' 
m' 

m' 
m' 
m' 
m' 

m' 
m' 
m' 
m' 

m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 

m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 
m' 

m' 
m' 
m' 
m' 
m' 

m' 
m' 

-{ I 
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b. ~ungsi Bangunan Bukan Gedung
i i 

No	 Bangunan Relribusi Per~-Pelalaran parki', lapangan, jemtnln dengan lantai beton, bata, kayu, be8i c\e;n belhlm gabungan dan lain-lain 500,00 "" 
jenisnye 

2. b)	 PcnlesiIPOOIIllBi Te'1lki 9.000,00~0) Pager <lori _ngan be_lDn, besi, _ dan ke)'u bogien depan, belakang dll1 aa~ng dan lair>3. 8.500,00 I "" 
lain jenisny8 "" 

4. d)	 5eplic IMkIboI< perBll1"Jngan bei<aa air kotonln dan!ailHoin joni9nya 6.500,00 
5. e) Sefuan PorrlJuanganlPanampungan Air HujanI1(olDr eeu Air _ p"""",peng lab" kecil aama 5.000,00 I ""m' 

dengan 0,5mslaudil_labtl keel aamadelQlKl 0,75 m 
7.000,00 mt 

_Iebil beaar 0,75 m 
6. ~	 5eluran PantuangariF'en"""u'1lan AirHujanlKotor alau AirPen.oahan """''''''"'9 Iabih beaar 0,5 malau 

0 
7 9) Surnur ,...,.,.,n dan BrH,*, jenianye 0(001) (no/) 
8. h)	 Teras tidBk beratapltsmpat penourian dan lain-lBin jen~O)1I 3.000,00 
9. I) TllIqI (Songenon Panahan TanaMllangaangen), Tailing Air, Syphon, Bangunen Bagi, Tarjunan, Pintu Air 6.000,00 "" 

dan Iain-tilin jenisnya "" 
10. j) JenDoIan penyoboral'gSlllfllflg dan jerrbelanjalon perumahan dan leirHain sejeniJnYa : SO.OOO,OO m' 

1) Jent.a... Beton, K"""""il, BeJa 20.000,00 
2) Jent,a'" Keyu ml 

11 k) Unluk meTbuat DlI1er (Iampoloo\l) .Ie_Ian dengan P"'n""an9 s 0,5 matau d~melBrS 0,6m 
3.500,00 "" 
6.000,00 mt 

12 I} Uniuk me_I Quilter (lampolon\l) .lembeten dengan panampeng , 0,5ma"u diarneillr , 0,6m 9.000,00 
mt13 m) Penanem;... langki, JerKlasan lBn~lki. bangunan pengolahsln air, gardu listrik, gardlJ talepone, menara, tiang 300.000,00 "" 

listJi~lone. dan lairHain sejeni3nya 
14.	 0) Tower : 

1) Pollen Tower Tetekomunikasi (dihitung dari permuka81 _hi jalen) 30.000,00 
2) Tapak 8.500,00 "" 
3) Pegor deri peoengan bellllbetuibeton, basi, kaWal dan keyu bagian dellan, bolekang den ",,"ping den 10.000,00 I "" 

lain-hi1 jenisnya "" 
8.000,110 

16 p) Gapwa, palung, monuman danlokI-lain sejenionye 
15. 10)	 Kolam rerang, kolam iken air dera3 dan lain-lain sejenisn)'E1 

25000,110 
17. q}	 Rekleme : 100.000,00 I~~ 

1)	 UniH mendirikM PapaA R3k1ame Tefap dan kayu, besi, beton, dan bElhan ~ngan darV'aIBu 
campuran 

2)	 unlu<mendrikan Papan Raklama Bando Jolon 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

UMARAHMAD 
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